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BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 
4.1 Gambaran Umum
 Biro Organisasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah lingkup

Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan Barat.  Biro Organisasi  dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat  dan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  77  Tahun  2019  tentang  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat, tugas Biro Organisasi adalah merumusan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja.

  
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi. a. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun

2019 tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Sekretariat
Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Biro  Organisasi  mempunyai  tugas  merumuskan  dan
mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan,
serta  Reformasi  Birokrasi  dan  Akuntabilitas  Kinerja.  b.  Fungsi  Untuk  melaksanakan  tugas
sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan program
kerja di  bidang organisasi;  b.  perumusan kebijakan pemerintah daerah di  bidang kelembagaan
perangkat daerah,  analisis  jabatan,  ketatalaksanaan,  serta reformasi  birokrasi  dan akuntabilitas
kinerja  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  c.  penyelenggaraan  kegiatan  urusan
pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan,
serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang kelembagaan perangkat
daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan
analisis  jabatan,  ketatalaksanaan,  serta  reformasi  birokrasi  dan  akuntabilitas  kinerja  sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  f.  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan organisasi  perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan
kebijakan  pemerintah  daerah  di  bidang  kelembagaan,  analisis  jabatan,  ketatalaksanaan,  serta
reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h.
pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  laporan  terhadap  tugas  dan  fungsi  di  bidang  organisasi
berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan i. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  
4.3 Struktur Organisasi
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